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ABSTRAK 

 

Nama Penulis  : MUH. SUKIMAN 

NIM : 20.3.21.0014 

Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat 

Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di 

Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif fikih 

Siyasah 

Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan adat, lembaga adat 

memiliki peranan penting dalam mempertahankan hubungan antar individu serta 

antar kelompok. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam 

menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu 

Sulawesi Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Kelembagaan Adat Kaili. Penelitian ini untuk menguraikan secara mendalam 

peran konkret yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kabonena dalam 

mempertahankan harmonisasi sosial dengan berdasarkan perspektif fikih siyasah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian hukum 

empiris yang berfungsi untuk memahami penerapan dan tantangan yang dihadapi 

dan untuk  melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 

hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode 

penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kualitatif observasi,wawancara, 

dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kabonena Kota Palu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kabonena memegang 

peranan penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial di masyarakat. 

Penegakan aturan adat dilakukan dengan bijak termasuk dalam memberikan 

keringanan terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga pelaksanaan aturan tidak 

hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan moralitas dan 

penguatan kohesi sosial dalam masyarakat. Prinsip syura, yang menekankan pada 

pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang 

dilakukan Lembaga Adat Kabonena yang tidak hanya menegakkan hukum adat, 

tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peranan 

lembaga adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip keadilan atau al-‘Adalah pada konteks penegakan aturan 

dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat yang belum ditegakkan secara 

merata. 

Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai bentuk 

kolaborasi maupun ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, terutama 

dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Pendekatan fikih siyasah dapat 

dimanfaatkan untuk mengevaluasi legitimasi dan efektivitas lembaga adat dalam 

menjalankan fungsinya pada situasi tersebut 

 

Kata Kunci: Peran, Lembaga adat, Harmonisasi sosial, dan Fikih Siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, 

ras, dan budayanya, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan 

harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Harmonisasi sosial merupakan salah satu 

pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat
1
. Di Indonesia, 

yang kaya akan keragaman budaya dan adat, Lembaga Adat memiliki peran 

penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan antar individu serta 

antar kelompok.
2
 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
3
 mengakui keberadaan Lembaga Adat 

beserta hak tradisionalnya, selama Lembaga Adat tersebut masih hidup dan 

selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini mencerminkan 

komitmen negara terhadap peran Lembaga Adat dalam menjaga keseimbangan 

sosial. Selain itu, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
4
 memungkinkan 

Desa dengan adat istiadat untuk menjaga hukum adat sebagai bentuk otonomi 

Desa. Serta pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 juga 

                                                           
1Oktosiyanti MT. Abdullah, “Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Enkulturasi Nilai-

Nilai Kearifan Lokal Tidore Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Di 

Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan,” Edukasi13, no. 2 (2016): 258. 

2Muhammad Akbar Ramadhan, “Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat 

Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora1, no. 1 

(2023): 211. 

3Republik Indonesia, Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B 

ayat 2. 

4Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Pasal 26 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa. 



 

 
 

 
 
 

 

menguatkan pentingnya melindungi masyarakat adat beserta lembaganya yang 

berperan dalam pengelolaan konflik dan ketertiban sosial berbasis norma adat
5
. 

Lembaga Adat merupakan bagian dari struktur pemerintahan Desa yang 

berperan penting dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah 

Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomlor 

9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili untuk mlendukung peran Lemlbaga 

Adat.
6
 Perda ini mlengatur pelestarian budaya dan adat lokal, serta mlenguatkan 

peran lemlbaga adat dalaml mlenjaga ketertiban dan keamlanan sosial. Melaului 

PERDA ini, kelemlbagaan adat diberikan legitimlasi dalaml mlenyelesaikan konflik 

sosial dan mlenciptakan hubungan harmlonis di mlasyarakat. 

Dalaml kehidupan mlasyarakat hukuml adat, nilai dan aturan sosio-religius 

sangat mlengikat mlereka. Keterikatan ini diyakini mlenjadi landasan bagi 

kehidupan yang ideal untuk mlenciptakan keharmlonisan dan ketenteramlan. 

Namlun, seiring dengan perkemlbangan zamlan dan kebutuhan hidup yang semlakin 

beragaml, nilai-nilai pengikat tersebut perlahan mlulai mlengalamli perubahan. 

Ketidaksesuaian dalaml interaksi sosial dapat mlenimlbulkan konflik, baik antar 

individu, kelomlpok, mlaupun antar komlunitas. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Kelurahan 

Kabonena. Lemlbaga adat berfungsi sebagai bagian dari struktur pem lerintahan 

yang mlemlainkan peran penting dalam l mempertahankan harmonisasi sosial. 

                                                           
5Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. 

6Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Palu Nomlor 9 Tahun 2016 Tentang 

Kelemlbagaan Adat Kaili. 



 

 
 

 
 
 

 

Kelurahan Kabonena , Kecamlatan Ulujadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, kaya 

akan warisan budaya dan adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke 

generasi. Dalaml komlunitas Kabonena, lemlbaga adat m lemlegang peran penting 

dalaml mlendukung kehidupan sosial dan budaya. Fungsinya sebagai penjaga nilai-

nilai tradisional mlencermlinkan kearifan lokal dalam l mlengatur hubungan sosial, 

mlenyelesaikan konflik, serta mlenjaga keseimlbangan antara kepentingan individu 

dan kepentingan mlasyarakat. 

Dalaml ilmlu fikih, adat dikenal dengan istilah 'urf, yang secara etim lologi 

bermlakna "sesuatu yang dianggap baik dan diterim la oleh akal sehat.".
7
 „Urf juga 

disebut sebagai sesuatu yang sudah laziml dikenal dan diterimla oleh mlasyarakat, 

baik berupa ucapan mlaupun tindakan yang biasa dilakukan.
8
 Secara termlinologi, 

„urf mlemliliki mlakna yang serupa dengan al-adah (kebiasaan), yaitu sesuatu yang 

telah tertanaml dalaml jiwa dan diterimla oleh akal sehat serta sesuai dengan 

karakter yang lurus.
9
 

Berdasarkan uraian di atas, mlaka penelitian ini bertujuan untuk mlengkaji 

secara mlendalaml tentang “Peran Lemlbaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili dalaml mlemlpertahankan 

Harmlonisasi Sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif fikih Siyasah” 

 

 

                                                           
7Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi, (Bandung, Am lzah, 2009), 167. 

8Abu Zahro, Ushul fiqh, (Cet, XIV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416. 

9Abd. Rahm lan Dahlan, Ushul fiqh, (Jakarta:  Amlzah, 2014), 209. 



 

 
 

 
 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang mlasalah yang telah dikemlukakan di atas, mlaka 

penulis mlerumluskan mlasalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimlanakah peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu 

dalaml mlemlpertahankan harmlonisasi sosial? 

2. Bagaimlanakah perspektif fikih siyasah terhadap peran lemlbaga adat dalam l 

mlemlpertahankan harmlonisasi sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

  Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari perumlusan judul penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumlusan mlasalah yang telah kemlukakan sebelumlnya, mlaka 

tujuan yang ingin dicapai dalaml penulisan ini yaitu: 

a. Untuk mlenguraikan secara mlendalaml peran konkret yang dilaksanakan 

oleh Lembaga Adat Kabonea dalaml mlemlpertahankan harmlonisasi sosial di 

Kelurahan Kabonena Kota Palu. 

b. Untuk mlendeskripsikan perspektif fikih siyasah terhadap peran Lemlbaga 

Adat Kabonena dalaml mlemlpertahankan harmlonisasi sosial di Kelurahan 

Kabonena Kota Palu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermlanfaat dan berguna bagi pihak-

pihak yang mlemlerlukannya dengan uraian sebagai berikut : 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

a. M Lanfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mlemlberikan kontribusi dan mlenamlbah 

wawasan ilmliah tentang adat di Indonesia, khususnya dalaml kajian ilmlu siyasah, 

untuk mlemlahamli peran Lemlbaga Adat sebagai aktor penting dalaml 

mlemlpertahankan  harmlonisasi sosial. 

b. Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mlenjadi panduan bagi mlasyarakat 

dan pemlangku kepentingan lainnya dalaml mlemlahamli pentingnya peran Lemlbaga 

Adat dalaml mlenciptakan kedamlaian dan ketertiban sosial berdasarkan prinsip 

siyasah. 

D. Penegasan Istilah 

1. Peran 

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
10

 Peran 

didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh 

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
11 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” 

yang definisinya adalah “person‟s task or dutyin undertaking”. Artinya “tugas 

atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan 

                                                           
10Departemlen Pendidikan Nasional, Kamlus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), 845. 

11Anjelina MLarkus, Herm lan Nayoan, Dan Stefanus Sam lpe, ”Peranan Lemlbaga Adat 

Dalaml MLenjaga Keam lanan Dan Ketertiban MLasyarakat Di Desa Salurang Kecam latan Tabukan 

Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sanghie,” Eksekutif 1, no. 1 (2018): 3. 



 

 
 

 
 
 

 

sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
12

 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran pada konteks 

peneletian ini yaitu tugas, fungsi ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Adat Kabonena Kota Palu. 

2. Lemlbaga Adat 

Hanif  Nurcholis, mengutip Horton, lembaga diartikan sebagai sistem 

norma yang dirancang untuk mencapai tujuan atau melaksanakan aktivitas 

penting, atau sebagai kumpulan kebiasaan dan perilaku yang terstruktur dan 

berfokus pada aktivitas utama manusia. (systeml of norms to achieve some goal or 

activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of 

folkways and mores centered around a major human activity). Berdasarkan hal 

ini, Rafael Raga Maran menyimpulkan bahwa lembaga memiliki beragam jenis, 

sehingga sulit untuk mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu. Oleh 

                                                           
12Syamsir dan Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86. 



 

 
 

 
 
 

 

karena itu, lembaga dapat ditinjau dari cara pembentukannya; ada yang muncul 

secara alami, dan ada yang dibentuk secara sengaja oleh kelompok masyarakat.
13

. 

MLenurut Firman Sujadi, lembaga adat merupakan suatu lembaga 

kemasyarakatan yang dibentuk dalam komunitas hukum adat tertentu. Lembaga 

ini memiliki wilayah hukum serta hak atas sumber daya di wilayah tersebut. 

Fungsinya meliputi pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian berbagai masalah 

kehidupan masyarakat Desa atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat 

dan hukum adat yang berlaku.
14

 

3. Harmlonisasi Sosial  

Harmlonisasi sosial mlengacu pada keadaan di mlana mlasyarakat hidup 

dalaml suasana damlai, seimlbang, dan selaras mleskipun terdapat perbedaan latar 

belakang seperti agamla, suku, atau budaya. Proses ini terbentuk mlelalui interaksi 

yang sehat dan sikap toleransi antar individu. Dalaml perspektif sosiologi, Gillin 

mlendefinisikan harmlonisasi sosial sebagai usaha mlencapai keseimlbangan dan 

harmloni dalaml mlasyarakat mlelalui kerja samla sosial yang efektif.
15

 

 

 

 

                                                           
13Hanif Nircolas, Teori Dan Praktik Pem lerintahan Dan Otonomli Daerah (Cet. I; Jakarta: 

PT Grasindo, 2005), 51.  

14Firmlan Sujadi, Pedomlan Umluml Penyelanggaraan Pemlerintah Desa: MLanejemlen 

Programl Pemlbangunan Dan Pemlberdayaan MLasyarakat Desa (Jakarta: M Ledia Pustaka, 2016), 

309.  

15Im las Setiyawan, “Harm loni Sosial Berbasis Budaya Gugur Gunung,” Emlpirismla: Jurnal 

Pemlikiran dan Kebudayaan Islaml29, no. 1 (2020): 30. 



 

 
 

 
 
 

 

4. Perspektif 

Kata "perspektif" berasal dari bahasa Inggris "perspective," yang berarti sudut 

pandang atau cara melihat dan menggambarkan suatu objek..
16

 Menurut Kamlus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perspektif" mengacu pada cara menggamlbarkan 

suatu benda atau objek lain pada permukaan datar yang tampak seperti tiga 

dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Selain itu, perspektif juga diartikan sebagai 

sudut pandang atau cara pandang.
17

 Dalam konteks penelitian ini, perspektif yang 

dimaksud adalah pandangan fikih siyasah dalam mempertahankan harmonisasi 

sosial di Kelurahan Kabonena. 

5. Fikih Siyasah  

Kata fikih berasal dari akar kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang dalam 

bahasa berarti "pemahaman yang mendalam." Secara istilah, fikih merujuk pada 

ilmu atau pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang 

diambil dari dalil-dalil rinci (tafsili). Sementara itu, kata siyasah berasal dari kata 

sasa, yang berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau berhubungan dengan 

pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengelola, dan memlbuat kebijakan 

dalam bidang politik untuk mencapai tujuan tertentu.
18

 

 

                                                           
16John ML. Echols dan Hasan Shadily, Kamlus Inggris-Indonesia dengan judul asli 

English-Indonesia Dictionary (Cet. 18; Jakarta: PT. Gram ledia, 1989), 426. 

17Departem len Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamlus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 864. 

18MLuhamlm lad Iqbal, Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam l (Cet. 1; Jakarta: 

Gaya MLedia Pratamla, 2001), 17. 



 

 
 

 
 
 

 

 

E.Garis-Garis Besar isi 

 Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, berikut 

penulis paparkan garis-garis besar isi sebagai berikut: Bab pertama yaitu 

pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang 

menguraikan latar  belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi penelitian. Bab kedua merupakan 

kajian pustaka yang menguraiakan penelitian terdahulu, kajian teori, pengertian 

fikih siyasah, prinsip prinsip fikih siyasah, al urf, dasar hukum lembaga adat, 

peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial, dan kerangka 

pemikiran.  

 Bab Ketiga, merupakan metode penelitian yang terbagi atas, pedekatan dan 

Disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumlber data, 

teknik pengumlpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. 

Sedangkan Bab keempat menguraikan hasil dan pembahasan, bab ini terdiri dari 

tiga sub bab antara lain gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil 

penelitian yang membahas peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota 

Palu dalam mempertahankan harmonisasi sosial dan perspektif fikih siyasah 

terhadap peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di 

Kelurahan Kabonena Kota Palu. Bab kelima adalah penutup, selanjutnya bab 

penutup terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah, dan 

implikasi dari penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengacu pada studi yang dilakukan oleh penulis  

sebelumnya dan telah diuji kebenarannya melalui metode tertentu. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian 

saat ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis 

menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik yang sudah dipublikasikan 

maupun yang belum. Penelitian-penelitian tersebut nantinya akan menjadi 

pedoman dalam penelitian ini. 

1. Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando
19

, dalam jurnal 

ilmliah dengan judul,‟‟Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses 

Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah” dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: Perkembangan Desa Rindu Hati memposisikan 

diri sebagai Desa Budaya. Berdasarkan hal tersebutlah pengabdian berbasis 

riset ini dilakukan sehingga keterampilan, peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat khususnya bagi pemuka/tokoh adat dapat 

memberlakukan norma-norma hukum adat dalam setiap proses penyelesaian 

masalah masyarakat serta terhadap proses penegakan hukum adat itu sendiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan mlenggunakan 

pendekatan yuridis empiris dan teologi syar‟i Sumber data yang digunakan 

                                                           
19Herlamlbang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando, “Pem lberdayaan Lem lbaga 

Adat Dalam l Proses Penyelesaian Konflik MLasyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah,” Al 

Imlarah : Jurnal Pemlerintahan dan Politik Islaml7, no. 1 (2022): 14. 



 

 
 

 
 
 

 

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, serta kepustakaan. Tehnik pengolahan dan 

analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan editing data. 

Persamaan dari penelitian Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius 

Fernando dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya 

mlenggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaan penelitian 

yaitu penelitian Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando 

lebih terfokus pada pemberdayaan dalam penyelesaian konflik sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada peran lembaga adat 

dalam mempertahankan harmonisaasi sosial dalam persfektif fikih siyasah.  

2. Cindai Goni,Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa
20

, dalam jurnal ilmu 

hukum dan sosial dengan judul ”Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian 

Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga 

Kabupaten Bolaangmongondow”  ada perbedaan antara peraturan adat Desa 

Toruakat dengan praktek pelaksanaan persidangan adat yang di laksanakan, 

karena dari bunyi pasal yang disebutkan dalam proses persidangan berbeda 

dengan bunyi pasal yang ada di Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 

2020 Tentang Tata Adat Istiadat Desa Toruakat dan jumlah sanksi yang di 

berikan juga berbeda dengan ketentuan pemberian sanksi yang ada di peraturan 

desa dan dalaml proses penelitian penulis mendapati bahwa memang dewan 

adat tidak berpatokan dengan perdes adat Desa Toruakat mereka hanya 

                                                           
20Cindai Goni, Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa, “Peranan Lem lbaga Adat 

Dalaml Penyelesaian Delik Adat Pada MLasyarakat Di Desa Toruakat Kecamlatan Dum loga 

Kabupaten Bolaangm longondow,” Hukum l Dan Sosial2, no. 1 (2024): 208. 



 

 
 

 
 
 

 

berpatokan dengan pengetahuan dari orang tua mereka dan dari buku ada yang 

telah lelulur mereka tinggalkan kepada mereka. Persamaan dari penelitian 

Cindai Goni,Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penliti adalah dari segi pengumpulan data yaitu melalui 

observasi, wawancara dan juga dokumentasi dan sama sama meneliti peranan 

lemlbaga adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu berfokus pada penyelesaian delik adat sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan penulis lebih terfokus pada peran Lembaga Adat dalam 

mempertahankan harmonisasi sosial secara khusus di Kabonena berdasarkan 

perspektif fikih Siyasah. Selain itu pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif dan empiris sedangkan yang di gunakan 

penulis hanya metode penelitian yuridis empiris. 

3. Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas
21

, jurnal ilmiah dengan judul “peranan 

lembaga adat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten gowa 

perspektif siyasah syar‟iyyah” hasil dari penelitian bahwa Keberadaan 

Lembaga Adat Daerah (LAD) dengan beberapa perannya dianggap dapat 

berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 

Gowa. Sebab, terdapat beberapa peran LAD yang beririsan dengan tugas dan 

fungsi pemerintah. Sementara dalam perspektif Siyasah Syar‟iyyah, sepanjang 

LAD dengan beberapa perannya dapat memberikan manfaat (maslahat), maka 

keberadaannya telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, 

sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. 

                                                           
21Rihul Jannah and Musyfikah Ilyas, “Pem lerintahan Di Kabupaten Gowa Perspektif 

Siyasah Syar ‟ Iyyah,” Siyasatuna  2, no. 3 (2021): 778. 



 

 
 

 
 
 

 

Persamaan penelitian Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis peran lembaga adat dan juga 

keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdapat pada fokus penelitian, Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas 

berfokus pada peranan lembaga adat dalam menyelenggalarakan pemerintahan 

di daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus 

pada peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial secara 

khusus di Kelurahan Kabonena perspektif Fikih Siyasah 

4. Kristin Natalia D, dalam jurnal ilmu pemerintahan,
22

 dengan judul “Peranan 

Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat 

Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa”, Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa peranan Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya 

pihak Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Dimana kotak saran yang disediakan oleh pihak Lembaga Adat 

Desa tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam menampung saran 

dan keluhannya, dikarenakan tempat kotak saran yang tidak dapat dijangkau 

oleh semua masyarkat. Serta pihak Lembaga Adat Desa juga tidak 

menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap 

kepala dusun, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan 

oleh setiap kepala dusun kepada pihak Lembaga Adat Desa. Peranan Lembaga 

Adat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini 

                                                           
22Kristin Natalia D, "Peranan Lem lbaga Adat Dalam l Pelaksanaan Pemlbangunanan Di 

Desa Balla Barat Kecam latan Balla Kabupaten MLam lasa, "Beritagar12, no. 1 (2019): 19. 



 

 
 

 
 
 

 

terlihat bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat tidak proaktif terhadap 

pembangunan fisik sehingga setiap pelaksanaan programl pemlbangunan fisik di 

Desa Balla Barat di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang 

seharusnya menjadi kewenangan dari Lembaga Adat Desa. Persamlaan 

penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi 

pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan observasi pada peranan 

lembaga adat. Sedangkan perbedaan penelitian Kristin Natalia D dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Kristin Natalia D 

berfokus pada peranan lembaga adat dalam Pelaksanaan Pembangunanan 

sedangkan penulis  melakukan penelitian pada peran lembaga adat  dalam 

mempertahankan harmonisasi sosial perspektif fikih siyasah. Selain itu pada 

penelitian Kristin Natalia D menggunakan metode penelitian kualitatif 

sedangkan penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

 

 No 
Penulis 

Judul 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

1 
 

Herlamlbang,

Yagie Sagita 

Putra, dan 

Zico Junius 

Fernando 

 

Pemlberdayaan 

Lemlbaga Adat 

Dalaml Proses 

Penyelesaian 

Konflik 

Masyarakat 

Desa Rindu 

Hati 

Bengkulu 

Tengah 

M Letode 

pengumlpulan data 

(observasi, 

wawancara dan 

juga dokumlentasi). 

Menggunakan jenis 

penelitian hukuml 

emlpiris 

 

Kajian penelitian 

(herlamlbang 

,yagie 

SagitanPutra dan 

Zico junius 

Fernando) 

mlengkaji peranan 

lemlbaga adat 

proses 

penyelesasian 

konflik 

sedangakan 



 

 
 

 
 
 

 

penulis  

mlemlbahas peran 

lemlbaga adat  

dalaml 

mlemlpertahankan 

harmlonisasi 

sosial persfektif 

fikih siyasah). 

 

2 
 

Cindai Goni 

Fenty 

Puluhulawa 

Jufryanto 

Puluhulawa 

 

Peranan 

Lemlbaga Adat 

Dalaml 

Penyelesaian 

Delik Adat Pada 

Masyarakat Di 

Desa Toruakat 

Kecamlatan 

Dumloga 

Kabupaten 

Bolaangmlongon

dow 

Fokus mlengkaji 

peranan lemlbaga 

adat 

Kajian 

penelitian(Cindai 

Goni,Fenty 

Puluhulawa,Jufry

anto Puluhulawa) 

peranan lemlbaga 

adat dalaml 

penyelesaikan 

delik adat 

sedangkan 

penulis mlengkaji 

peran lemlbaga 

adat dalam 

mlemlpertahankan 

harmlonisasi 

sosial perspektif 

Fikih siyasah 

Metode penelitian 

(Cindai 

Goni,Fenty 

Puluhulawa,Jufry

anto Puluhulawa) 

mlenggunakan 

penelitian 

normlatif dan 

emlpiris 

sedangkan 

penulis hanya 



 

 
 

 
 
 

 

mlenggunakan 

mletode penelitian 

hukuml emlpiris 

3 
 

Rihul 

Jannah, 

Musyfikah 

Ilyas 

Peranan 

lemlbaga adat 

daerah dalaml 

penyelenggaraa

n pemlerintahan 

di kabupaten 

gowa perspektif 

siyasah 

syar‟iyyah 

Fokus mlengkaji 

peranan lemlbaga 

adat 

Menggunakan jenis 

penelitian hukuml 

emlpiris 

Kajian penelitian 

(Rihul Jannah, 

Musyfikah 

Ilyas)mlengkaji 

tentang peranan 

lemlbaga adat 

dalaml 

penyelanggaraan 

pemlerintahan 

sedangkan 

penulis mlengkaji 

peran lemlbaga 

adat dalaml 

mlemlpertahankan 

harmlonisasi 

sosial 

4 
 

Kristin 

Natalia D 

 

Peranan 

Lemlbaga Adat 

dalaml 

Pelaksanaan 

Pemlbangunan 

di Desa Balla 

Barat 

Kecamlatan 

Balla 

Kabupaten 

Mamlasa 

Metode 

pengumlpulan data 

(observasi, 

wawancara dan juga 

dokumlentasi) 

Fokus mlengkaji 

peranan lemlbaga 

adat 

Kajian penelitian 

(Kristin Natalia D) 

mlengkaji peranan 

lemlbaga adat 

dalaml pelaksanaan 

pemlbangunan 

sedangkan 

penelitian 

mlengkaji peranan 

lemlbaga adat 

mlemlpertahankan 

harmlonisasi sosial 

persfektif fikih 

siyasah 

Metode penelitian 

(Kristian Natalia 



 

 
 

 
 
 

 

D) mlenggunakan 

penelitian 

kualitatif 

sedangkan 

penulis 

mlenggunakan 

mletode penelitian 

hukuml emlpiris 

   Sumber: Data Primer diolah dari penelitian terdahulu, 2025. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Fikih Siyasah 

Secara leksikal, fikih berarti mengetahui, memahami, dan mengerti. Istilah 

ini secara khusus digunakan dalam ranah hukum agama atau yurisprudensi Islam. 

Secara etimologis, fikih merujuk pada pemahaman atau penjelasan mengenai 

mlaksud ucapan dari seorang pembicara.
23

 Atau pemahaman yang mendalam 

terhadap makna dari ucapan dan tindakan.
24

 Dengan kata lain, secara bahasa, fikih 

berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap ucapan dan tindakan 

manusia. 

Kata siyasah, yang berasal dari bentuk masdar atau kata benda abstrak dari 

akar kata sasa (sasa-yassusu-siyasatun), memiliki berbagai makna, termasuk 

                                                           
23A1-Syarif Ali bin Muham lm lad Al-Jarjani, Kitab al-Ta'rif  (Singapura: Al-Haramlain, tt), 

168. 

24Muhamlm lad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh (Mishr: Dar al-Fikr Al-'Arabi, 1958), 6. 



 

 
 

 
 
 

 

memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan cara pengelolaan.
25

 Kata sasa juga 

dapat diartikan sebagai mengelola, mengatur, memimpin, atau berhubungan 

dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.
26

 Secara terminologis, 

mlenurut para ulama syariat (hukum Islam), fikih didefinisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang 

diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci,
27

 Yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum 

spesifik yang bersumber dari landasan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara 

terminologis, fikih siyasah merujuk pada salah satu cabang hukum yang 

membahas pengaturan serta pengelolaan kehidupan manusia guna menciptakan 

kemaslahatan bagi mereka. Para ulama mujtahid dalam bidang fikih siyasah tetap 

merujuk pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, untuk 

menggali hukum yang relevan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
28

  

Objek kajian fikih siyasah adalah hal yang berkaitan dengan peraturan  

hubungan warga Negara dengan lembaga Negara baik bersifat di dalam Negara 

maupun luar Negara. Berkenaan dengan ruang lingkup kajian fikih siyasah 

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, berikut dibawah ini; Imam al-

Mawardhi, membagi  lima bidang kajian fikih siyasah yaitu; Siyasah Dusturiyah, 

Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadha‟iyyah, Siyasah Harbiyyah, dan Siyasah 

                                                           
25Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia (SURABAYA: 

PUSTAKA PROGRESIF, 2002), 70. 

26Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta : FH UII Press, 

2007), 74.  

27Abu Zahroh dan T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmlu Fiqh (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), 26. 

28MLuhamlmlad Ramladhan, Kontekstualisasi Doktrin politik Islaml Dalaml Fiqh Siyasah 

(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6. 



 

 
 

 
 
 

 

Idariyyah.
29

 Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, membagi objek kajian fikih siyasah 

menjadi empat bidang yaitu; Siyasah Qadha‟iyyah, Siyasah Idariyyah, Siyasah 

Maliyyah, dan Siyasah Kharijiyyah.
30

 Sementara itu Abdul  Al-Wahhab   Khallaf 

membagi menjadi  tiga  bidang lingkup fikih siyasah diantaranya Siyasah 

Qadha‟iyyah, Siyasah Kharijiyyah, Siyasah Idariyyah.
31

 Namun berbeda dengan  

Ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy membagi objek kajian fikih siyasah 

menjadi delapan bidang, yaitu:
32

 

a. Siyasah Dusturiyyah syar‟iyah (Membahas  Tentang  Politik  

Pembuatan Perundang-undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Membahas Tentang Politik 

Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Tentang Politik Peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Tentang Politik Ekonomi dan 

Moneter) 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

f. SiyasahDauliyyah/Siyasah  Kharijiyyah  Syar‟iyyah (Politik   

Hubungan Internasional) 

                                                           
29Al-Mawardi, al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2006), 5. 

30Ibnu Taimiyah, Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, (Tahqiq: Muhammad Rasyad 

Salim), Jilid 1, (Riyadh: Islam Kutub, 1991), 550. 
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g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-

undang) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan) 

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah 

disederhanakan lagi menjadi tiga objek hal ini berkenaan dengan hubungan antar   

manusia yang menuntut peraturan siyasah diantaranya Siyasah Dusturiyyah, 

Siyasah Dauliyyah, dan Siyasah Maliyyah. Dalam konteks penelitian ini Lembaga 

Adat Kabonena yang berfungsi sebagai elemen penting dalam mempertahankan 

keharmonisan sosial, melestarikan tradisi budaya, serta berperan sebagai mitra 

strategis dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat nilai-nilai moral 

masyarakat. 

2.  Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah 

a. Syura/Musyawarah  

Kata syûrâ (musyawarah) berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk 

mlasdar dari akar kata syawara. Dalam konteks bahasa Arab, syawara merujuk 

pada proses berpikir bersama atau berunding secara kolektif untuk mencapai 

kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana.
33

 

Syura berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, baik dalam konteks 

keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan mengedepankan dialog dan 

kompromi, syura memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai 
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kesepakatan tanpa menggunakan kekerasan, Dalam Islam, penyelesaian konflik 

melalui syura dipandang sebagai cara yang lebih damai dan bermartabat 

dibandingkan dengan konfrontasi langsung, Dalam konteks pemerintahan, syura 

sering dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penguasa tidak 

bertindak sewenang-wenang dan bahwa keputusan-keputusan penting  dibuat 

melalui konsultasi dengan para ahli dan masyarakat.  Pada masa kekhalifahan, 

para khalifah sering mengadakan syura dengan para sahabat dan ulama sebelum 

membuat keputusan besar. Hal ini menunjukkan bahwa syura bukan hanya 

simbol, tetapi juga elemenkunci dalam tata kelola Islam.
34

 Sebagaimana yang 

terdapat pada firman Allah dalam Q.S / Asy-Syura 42:40. 

ِِۗ انَِّهٗ 
ثْلهَُبۚ فمََنْ عَفبَ وَاصَْلحََ فبَجَْرُهٗ عَلىَ اّللٰ ؤُا سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

ٰۤ
 نمِِيْهَ لََ يحُِبُّ الظّٰ وَجَزٰ

Terjemahannya: 

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, 

siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat 

jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 

orang-orang zalim”
35

 

Dalam sejarah Islam, musyawarah diterapkan dalam berbagai bidang, 

seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan penyusunan 

hukum. Prinsip musyawarah tercermin dalam sistem pemerintahan Islam, yang 

dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui proses musyawarah, 

seperti dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya 

mlusyawarah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke 
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kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif 

untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong 

partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat.
36

 Musyawarah juga terdapat pada 

Q.S Al Imran/3:159: 

ىۡهَُ َع  َف ٲعۡفُ ىۡنكِ ۖۡ َح  َمِهۡ ىاْ َلَ وف ضُّ َٱنۡق هۡبِ هيِظ  َغ  َف ظًّّا َكُىت  ن ىۡ َو  َن همُۡۖۡ َنىِت  ِ َٱللَّه ه  َمِّ ةٖ حۡم  َر  ا َن همَُۡف بمِ  ٱسۡت غۡفرِۡ َو  مۡ

كَِّ َٱنۡمُت ى  يحُِبُّ  َ َٱللَّه َإنِه ِِۚ ه ىَٱللَّه مَۡع  كه َف ت ى  مۡت  ز  اَع  َف ئذِ  اوِرۡهمَُۡفيَِٱلۡۡ مۡرِۖۡ ش  َو  ََ.هيِه 

Terjemahannya: 

“Maka karena rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Dan seandainya kamu berlaku kasar dan kasar hatinya, niscaya 

mereka menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

masalah itu. Dan apabila kamu telah mengambil keputusan, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakal”
37

 

b. Al- Adalah/Keadilan 

Prinsip keadilan tidak bisa dipisahkan dari penetapan hokum Islam. Kedua 

prinsip ini harus diterapkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia 

(basyariyah insaniyah). Nilai dasar dalam hukum Islam, bahkan dalam politik 

hukum Islam, adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber ajaran 

Islam.
38

 Dalam QS Annisa ayat 58 telah diserukan: 

اَ  ََوعِِمه
َاّللٰ َانِهَ َانىهاسََِا نََْت حْكُمُىْاَباِنْع دْلَِ  مْتمََُْب يْهَ  ك  اَح  اذِ  َو  ىَا هْههِ اَ 

واَالْْ مٰىٰتََِانِٰٰٓ دُّ  ََي أْمُرُكُمََْا نََْتؤُ 
َاّللٰ َانِهَ

ا مِيْعًّاََۢب صِيْرًّ َس  انَ   ََك 
َاّللٰ َانِهَ  ي عِظكُُمََْبهَِٖ 
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Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
39

 

 

Dalam esensinya, fiqih siyasah tidak terlepas dari pembahasan tentang  

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara. Hal ini 

dilakukan dengan merinci berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, sejalan  

dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia, memastikan bahwa setiap tatanan dalam 

masyarakat  mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan 

landasan keadilan, fiqih siyasah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang 

tercermin dalam tata kelola pemerintahan dan distribusi sumber daya. Ini 

mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, distribusi 

kekayaan secara adil, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian, fiqih siyasah berupaya menciptakan suatu tatanan sosial yang 

adil dan merata berdasar kan nilai-nilai Islam.
40
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3. Al „urf 

Secara etimlologi, kata al-„urf berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf 

„ain, ra‟, dan fa‟, yang berarti "mlengenal."
41

 Dari akar kata ini mluncul berbagai 

istilah seperti ma‟rifah (sesuatu yang dikenal), ta‟rif (definisi), mla‟ruf (kebaikan 

yang dikenal), dan „urf (kebiasaan yang baik). „Urf mlerujuk pada hal-hal yang 

umluml dilakukan oleh mlasyarakat dalaml hal mluamlalah, yang diterimla oleh akal 

sehat setelah dilakukan secara berulang. Dalaml pengertian lain, al-„urf juga 

disebut sebagai al-„adah, yaitu kebiasaan yang berulang tanpa mlemlpermlasalahkan 

apakah itu baik atau buruk. Namlun, istilah al-„urf lebih mlenekankan pada 

penilaian kualitas baik atau buruk dari kebiasaan tersebut, sehingga diterimla dan 

dikenal oleh banyak orang.
42

 

„Urf adalah kebiasaan yang berlangsung secara terus-mlenerus dalam l 

mlasyarakat suatu wilayah, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sumlber hukuml. 

Jika kebiasaan ini dilanggar, pelanggarnya akan dikenakan sanksi adat. „Urf 

dibagi mlenjadi dua jenis, yaitu „urf shahih dan „urf fasid. „Urf shahih adalah 

kebiasaan yang baik karena tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan 

hadis, semlentara „urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an 

dan hadis. Selain itu, ada juga „urf qauli dan „urf fi‟li. „Urf qauli mlerujuk pada 

kebiasaan yang diterapkan mlelalui kata-kata atau ucapan, sedangkan „urf fi‟li 

berhubungan dengan tindakan atau perbuatan. Artinya, „urf fi‟li adalah kebiasaan 
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yang berkemlbang dalaml mlasyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau 

tindakan.
43

 

4. Dasar Hukuml Lemlbaga Adat 

Dalam struktur pemerintahan desa, lemlbaga yang mengatur pemerintahan 

desa diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

18B ayat 2, yang mencakup lembaga adat desa yang memiliki wewenang untuk 

mengelola dan menjalankan pemerintahan guna mencapai visi, misi, dan 

perkembangan desa sesuai dengan adat serta hukum yang berlaku.
44

 Sesuai Pasal 

95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah desa dan masyarakat desa berhak membentuk lembaga adat desa. 

Lembaga adat desa merupakan entitas yang berkomitmen untuk menjaga 

kelestarian adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, serta menjalankan fungsi 

adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat desa
45

. Selain peraturan yang 

mengatur lembaga adat, ada juga peraturan tentang desa adat yang termuat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman 

Teknis Peraturan Desa, Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam 

mengidentifikasi, mengakui, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
46

 

Pemerintah Daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah menetapkan Peraturan 
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ayat 2. 
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Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kelembagaan 

Adat Kaili.
47

 Perda ini bertujuan untuk mendukung peran lembaga adat Kaili 

dalam melestarikan budaya dan adat setempat, serta memperkuat fungsi lembaga 

adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. 

Berdasarkan hal di atas, dapat difahami bahwa pemerintah berupaya agar 

lemlbaga adat dapat menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat 

terutama nilai nilai etika, moral dan adab yang positif yang merupakan inti dari 

adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar 

keberadaannya dapat terjaga dan berlanjut. 

5. Peran Lemlbaga Adat Dalaml Mempertahankan Harmonisasi Sosial 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran pada konteks 

peneletian ini yaitu tugas, fungsi ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Adat Kabonena Kota Palu. 

Keharmlonisan sosial adalah harapan semua individu. Hidup rukun dalam 

masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan oleh setiap 

anggota masyarakat, Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa 
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keserasian sosial, kehidupan yang harmonis, dan kerukunan pada dasarnya 

merupakan sebuah mozaik yang terbentuk dari berbagai perbedaan.
48

 

Harmonisasi, atau proses menuju keselarasan, kesesuaian, dan 

keseimbangan, bukanlah hal yang baru. Setiap individu memandangnya sebagai 

pengingat tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar, yang 

memengaruhi munculnya berbagai perbedaan. Membahas harmoni sosial dalam 

masyarakat yang dinamis dan memiliki beragam status sosial adalah tantangan 

umum yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini muncul 

karena setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dalam menghadapi 

perubahan, baik yang disadari maupun tidak, yang dipicu oleh interaksi manusia 

dengan lingkungan sekitar.
49

 

Firman Sujadi menyatakan bahwa lembaga adat adalah sebuah lembaga 

sosial yang terbentuk dalam masyarakat, memiliki wilayah hukum, serta hak atas 

kekayaan dalam wilayah tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk 

mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan 

masyarakat desa atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukuml 

adat yang berlaku.
50

 

Lembaga adat, sebagai sebuah organisasi, memiliki peran yang penting 

dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendukung kehidupan bersama 

masyarakat. Secara umum, lembaga adat memiliki beberapa peran, dan yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya. Berdasarkan fungsi 

lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 

11 yaitu:
51

 

a. Menampung dan menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat 

kepada Pemerintah Desa dan Lurah, serta menyelesaikan 

perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat, istiadat, dan 

kebiasaan masyarakat. 

b. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta 

kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat, 

sekaligus memberdayakan masyarakat dalam mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 

c. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif 

antara kepala adat, pemlangku adat, ketua adat, atau pemuka adat 

dengan aparat 

Lembaga adat Kaili pada dasarnya merupakan bahagian dari pada 

Masyarakat Adat dan hukum adat. Masyarakat adat Kaili mempunyai adat istiadat 

sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memililki hukum adat 

sebagai aturan dan  norma  yang  harus  dipatuhi,  dan  mempunyai  aturan, sanksi 

dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi  kehidupan  penduduk 

etnis Kaili. 
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Masyarakat Hukum Adat Kaili di Kota Palu mengenal sistem “Givu”,  

sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di 

antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan.  Tentunya, tertib sosial dan 

tertib hukum tersebut,  tercipta  dan mampu  menjawab  kekosongan  hukum  

formal  negara.  Terutama,  ketika terjadi  peristiwa hukum yang jauh dari 

jangkauan pranata hukum formil. Tertib sosial dan tertib hukum itu, berangkat 

dari pergulatan hidup manusia  dan kelompoknya terhadap situasi dan lingkungan 

di sekitarnya. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 16 tentang 

Kelembagaan Adat Kaili Pasal 13 yaitu.
52

 

a. Membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan 

pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Melaksanakan penegakan hukum adat kaili dalam penyelesaian 

perselisihan dan permasalahan sosial dilakukan secara adil, jujur, 

dan tidak diskriminatif. 

c. Menetapkan keputusan lembaga adat; 

d. Menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. 

e. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan selaras 

antara lembaga adat, Pasipi Nuada dan Lembaga kemasyarakatan 

lainnya. 

f. Menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam untuk 

keseimbangan dan kelangsungan kehidupan masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Disain Penelitian 

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, 

berdasarkan pada latar belakang permasalahan serta fokus utama kajian yang 

menjadi objek penelitian. Kategori ini ditetapkan mengingat penelitian bertujuan 

untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum sebagaimana terjadi di 

dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata melalui pendekatan normatif 

atau doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum 

empiris merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada 

pengumpulan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga validitas analisis hukum 

sangat bergantung pada observasi empiris terhadap praktik hukum yang terjadi di 

lapangan.
53

  

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat 

sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang 

selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dengan 

mlenggunakan metode penelitian hukum empiris maka, dilihat dari sejauah mana 

peran Lembaga Adat Kabonena dalaml mempertahankan harmonisasi sosial dan 

                                                           
53Ronny Hanitijo Soemitro, dualisme Penelitian Hukum l (Normatif dan Empiris), 

(yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 184. 
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bagaimlanakah perspektif fikih siyasah terhadap peran lemlbaga adat dalaml 

mlemlpertahankan harmlonisasi sosial di Kelurahan Kabonena.
54

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah lembaga adat di kelurahan 

Kabonena. Pertimlbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) akses yang 

mludah dijangkau, (b) Kelurahan Kabonena memiliki keberagaman sosial dan 

budaya terdiri dari berbagai suku, kelompok sosial, dan budaya yang hidup 

berdampingan. Dengan alasan tersebut di atas, mlaka penulis Mlenetapkan 

Lembaga Adat Kabonena yang berletak di Kelurahan Kabonena Kota Palu 

sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam 

tentang Peran Lemlbaga Adat Kabonena. 

C. Kehadiran Penulis 

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, jadi 

penulis adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, penulis hadir langsung 

ke lokasi penelitian yaitu Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu. 

Kehadiran penulis dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan 

dari subjek yang penulis kehendaki untuk melakukan observasi langsung, 

wawancara, dan meminta data yang penulis butuhkan. 

 

 

 

                                                           
54Bam lbang Waluyo, Penelitian Hukuml dalaml Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43. 
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D. Data Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari 

sumlber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari 

beberapa narasumber.
55

 

2. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data 

yang dibutuhkan, menurut Bungin dianggap sebagai definisi dari data sekunder. 

Amirin mendefinisikan data sekunder sebagai data yang di peroleh dari sumber 

yang bukan asli atau dengan kata lain sumber kedua.
56

  

a. Bahan hukum primer berupa hasil observasi, dokumentasi dan 

wawancara dengan Lurah Kabonena, Ketua Lembaga Adat dan 

masyarakat di Kelurahan Kabonena Kota Palu. 

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang 

bersumlber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan 

peran lemlbaga adat dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomlor 9 Tahun 

2016 Tentang Kelemlbagaan Adat Kaili. 

c. Adapun bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukuml primer dan sekunder, 

seperti kamus maupun ensiklopedia. 

                                                           
55Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum l (Jakarta: UI Press, 2012), 12. 

56Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), 71. 
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E. Teknik Pengumlpulan Data 

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan adalah: 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi berarti mengamati suatu objek penelitian dengan seksama. Dalam 

melakukan observasi tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai seperti 

menjabarkan gambaran perilaku atau peristiwa yang realistis, memberikan 

jawaban atas pertanyaan, lebih memahami perilaku manusia, dan mengevaluasi, 

yang melibatkan pengukuran berbagai karakteristik dan memberikan timbal balik 

atas pengukuran ini, demikianlah tujuan di balik melakukan observasi.
57

 

2. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden.
58

 Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan  menggunakan panduan 

pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak 

kehilangan arah.
59

 

Dalam penelitian ini sumber data melalui wawancara adalah tokoh agamla, 

tokoh adat, dan masyarakat. 

 

                                                           
 57 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya 

Ilmiah. (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 140-141. 

58Masri Singarim lbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Cet. XIX; Jakarta: 

LP3ES, 2008), 192. 

59Abu Achm ladi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bum li Aksara, 

2005), 85. 
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3. Dokumlentasi  

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang penelitian 

ini selain teknik observasi dan wawancara yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi 

dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
60

 

 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

mlenggunakan dokumentasi berupa gambaran umum lokasi penelitian, seperti 

sejarah Kelurahan Kabonena, demografi, monografi, keadaan sosial budaya, 

keadaan perekonomian, keadaan pemerintahan dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul 

secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.
61

 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis 

data secara kualitatif-deksriptif dimana penulis mengumpulkan, 

mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan 

mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan 

terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan 

pengumpulan informasi secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara 

dan observasi. 

                                                           
 60Suharsimli Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V 

(Jakarta: PT. Asdi MLahasatya,2002), 117. 

61Bamlbang Waluyo, Penelitian Hukuml dalaml Praktek, 72. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada 

pencatatan dokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat 

dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data kemlbali atau dengan 

penyisipan.
62

 Dalam usaha memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan 

beberapa cara yaitu, Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek 

keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi 

bersama teman atau orang yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data 

yaitu untuk membuat agar penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran, dan diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan 

awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul 

dari pemikiran penulis.
63

 

 

 

                                                           
62M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), 89. 

63Sugiono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabet, 2015), 

83. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat Kelurahan Kabonena 

Berdasarkan sejarahnya kelurahan Kabonena dibentuk berdasarkan 

undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan Desa praja 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan Desa, maka dibentuklah Desa, termasuk Desa Kabonena. Dalam 

perjalanan pemerintahan Desa telah mengalami beberapa pergantian kepala Desa, 

selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 1980, Desa Kabonena berubah 

menjadi Kelurahan Kabonena, kecamatan Palu Barat, ibu kota Palu.
 

Pada tahun 1896 hingga tahun 1980 kelurahan Kabonena telah dipimpin 

oleh 7 (Tujuh) kepala desa hingga pada saat masa kepemimpinan bapak Karim 

Daeng Sutte telah mengalami pergantian status dari kepala Desa menjadi Lurah 

yang mana sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah 

desa dan kelurahan yang ditindak lanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 20 Tahun 1980 dan peraturan daerah tingkat I Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 

1981 maka pada saat itu dilantik sekaligus sebagai yang pertama menjabat sebagai 

lurah yaitu bapak Karim Daeng Sutte yang masa jabatannya hingga tahun 1983, 

adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 2.2 

Daftar Nama Kepala Desa Hingga Lurah Kabonena 

 

No Nama Tahun Keterangan 

1  
Lasafani 1986-1900 Kepala Desa 

2  
Tanderante 1900-1917 Kepala Desa 

3  
Yosolele 1917-1954 Kepala Desa 

4  
Daeng Maraba 1954-1960 Kepala Desa 

5  
Simba Poleganti 1960-1969 Kepala Desa 

6  
Aziz Samalele 1969-1972 Kepala desa 

7  
Karim Daeng Sutte 1972-1983 Kepala Desa/ Lurah Pertama 

8  
Zainal Arifin T.H Moeda 1983-1986 Lurah 

9  
Thamrin AK.Razak 1986-1987 Lurah 

10  
Karim Daeng Sute 1987-1997 Lurah 

11  
Surya Indragani 1997-1999 Lurah 

12  
Firman Usman 1999-2002 Lurah 

13  
Andi Bahar Parampasi 2002-2006 Lurah 

14  
H. Abd. Hafid Djakatare 2006-2008 Lurah 

15  
Farid Karim S.H 2009-2012 Lurah 

16  
Nukman K. Lawenga,S.Sos 2012-2017 Lurah 

17  
H. Yasir Syam S.E, M.M 2017-2021 Lurah 

18  
Putra M. Airlangga, 

S.STP,M.H 

2021- 2023 Lurah 

19  
Eko setiawan, S. Sos sekarang Lurah  

Sumber: Profil Data Kelurahan Kabonena Tahun 2025 
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Berdasarkan Tabel 2.2 yang terlampir, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan 

Kabonena telah melalui beberapa kali perubahan kepemimpinan, dimulai dari 

posisi Kepala Desa hingga beralih menjadi Lurah. Selama periode tersebut, 

terdapat tujuh orang yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan hingga saat ini, 

sebanyak tiga belas orang yang telah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan 

Kabonena. Peralihan status dari Desa menjadi Kelurahan ini menunjukkan bahwa 

pembentukan Kelurahan Kabonena merupakan hasil dari suatu proses yang 

berlangsung cukup panjang. Selain itu, perubahan pejabat kelurahan dan peralihan 

status administratif ini juga menjadi indikator penting dalam perjalanan sejarah 

pemerintahan di wilayah tersebut. 

2. Visi Misi dan Tujuan Kelurahan Kabonena 

Kelurahan Kabonena memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut; 

a. Visi 

Visi kelurahan Kabonena merupakan gambaran cita-cita yang ingin 

diwujudkan oleh para pendahulu di Kelurahan Kabonena melalui semua 

kegiatannya visi itu diformulasikan dalam kalimat singkat “Terwujudnya Manusia 

Unggul dan Ber-ahlak Berbasis Pembangunan Partisipatif”. dengan maksud untuk 

mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang unggul, beriman, amanah, 

dan berkualitas serta menjadikan kelurahan Kabonena menjadi daerah yang lebih 

maju dan damai. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi 

Kota Palu menerapkan dalam lima misi yaitu ;  



 

38 
 

 
 

1) Meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman dan 

ber-ahklak. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

3)  Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri. 

4) Meningkatakan hubungan harmonis antara sesama lembaga kelurahan 

dan masyarakat serta mengikutsertakan peran aktif dalam menumbuh 

kembangkan budaya musywarah serta pembangunan partisipatif. 

5) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan menumbuh kembangkan 

nilai-nilai persaudaraan. 

c. Makna dan Tujuan dari misi tersebut dituangkan sebagai berikut :  

1) Meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman 

dan ber-ahlak, tujuannya mewujudkan kondisi sosial masyarakat dan 

aparat yang beriman dan ber-akhlak. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tujunnya 

tersedianya pelayanan pubik yang tertib admistrasi sehingga 

terciptanya pelayananan yang efektif dan efisien. 

3) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri, tujuan 

terwujudnya ekonomi masyarakat yang mandiri. 

4) Meningkatkakan hubungan harmonisasi antar lembaga kelurahan 

dan masyarakat ikut berperan aktif dalam menumbuh kembangkaan 

pembangunan yang partisipatif. 

5) tujuan terciptanya konsisi sosial msyarakat yang agamis dan terjalin 

hubungan yang harmonis antar sesama lembaga kelurahan 
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6) Meningkatkan ketertiban masyrakat dan menegakkan aturan hukum 

yang berlaku, tujuan terciptanya tertib berkehidupan dengan 

mengedepankan penyelesaian msalah dengan musyawarah 

mufakat.
64

 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64Arsip kelurahan kabonena, Sumber Sekretaris , 13 maret 2025. 
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Gambar 3.3 

Struktur Lembaga Adat Kabonena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Peranan Lembaga Adat Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Dalam 

Mempertahankan Harmonisasi Sosial 

Lembaga Adat Kelurahan Kabonena terbentuk sebagai bagian dari upaya 

masyarakat lokal dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat 

istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur. Kehadiran lembaga ini berangkat dari 

kebutuhan untuk memiliki wadah resmi yang mampu mengatur kehidupan sosial 

masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Pada masa-masa awal, 

tradisi dan hukum adat di Kabonena dijalankan secara informal oleh para tetua 

adat dan tokoh masyarakat tanpa struktur organisasi yang jelas. Seiring 

berkembangnya waktu dan meningkatnya kompleksitas sosial di tengah 
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modernisasi, kebutuhan untuk membentuk Lembaga Adat yang lebih terstruktur 

dan formal pun menjadi semakin mendesak. 

Proses pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena didorong oleh 

kesadaran kolektif masyarakat serta inisiatif dari para pemangku adat dan tokoh 

masyarakat. Melalui serangkaian musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, 

seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kelurahan, serta perwakilan warga, 

disepakati pentingnya membentuk sebuah lembaga resmi yang mampu menjaga 

keseimbangan antara aturan adat dan sistem hukum formal negara. Pemerintah 

kelurahan juga turut mendukung dengan memberikan legitimasi melalui surat 

keputusan atau bentuk pengesahan lainnya, sehingga Lembaga Adat ini memiliki 

kedudukan yang kuat di tengah masyarakat. 

Keharmonisan sosial merupakan harapan semua individu. Hidup rukun 

dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan oleh 

setiap anggota masyarakat, Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto menjelaskan 

bahwa keserasian sosial, kehidupan yang harmonis, dan kerukunan pada dasarnya 

merupakan sebuah mozaik yang terbentuk dari berbagai perbedaan.
65

 Firman 

Sujadi menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah sebuah lembaga sosial yang 

terbentuk dalam masyarakat, memiliki wilayah hukum, serta hak atas kekayaan 

dalam wilayah tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, 

mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat desa 

                                                           
65Narwoko, j. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: 

Kencana Media Goup, 2011), 206. 
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atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang 

berlaku. 

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan lurah Kabonena
66

. 

Menurutnya Lembaga Adat kabonena menjadi pilar penting dalam menjaga 

harmonisasi sosial  hal ini juga di didukung dengan adanya Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili yang mendukung peran 

Lembaga Adat Kaili.
67

 Di samping itu juga pemerintah kelurahan selalu menjaga 

hubungan baik antar sesama pemerintahan dengan Lembaga Adat Kabonena, juga 

sesama kelurahan di wilayah Kecamatan Ulujadi, pemerintah kecamatan Ulujadi 

maupun dengan pemerintah Kota Palu. Selalu melakukan komunikasi aktif 

dengan para pimpinan tertinggi di Kota Palu, hal ini tidak lain adalah sebagai 

pemerintah kelurahan selalu menyampaikan kegiatan baik yang sudah dilakukan 

utamanya program-program yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi sosial.  

Peran Lembaga Adat kelurahan Kabonena sangat penting dalam 

penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, Lembaga Adat tidak 

hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam 

menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul di antara anggota 

masyarakat. Melalui proses yang sudah terstruktur, Lembaga Adat memastikan 

bahwa masalah yang timbul dapat diselesaikan secara adil, berlandaskan pada 

norma dan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. seperti yang dikutip 

dalam wawancara berikut:  
                                                           

66Eko Setiawan, Lurah  Kabonena, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 

14 Maret 2025. 

67Republik indonesia, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Kelembagaan Adat Kaili. 
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Kami juga melakukan proses mediasi terkait permasalahan yang ada di 

kelurahan kabonena, yang masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi 

seperti permasalahan pembuangan air dengan mengundang kedua pihak 

untuk penyelesaian masalah yang terjadi, dan juga dihadiri para saksi yang 

dimana ini dilakukan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun68. 

Berdasarkan keterangan tersebut menurut pemahaman penulis. Dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kabonena, 

dilakukan sebuah upaya mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang terlibat 

dalam permasalahan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses 

mediasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang lebih 

konstruktif, terutama terkait permasalahan pembuangan air yang menjadi sumber 

konflik. Mediasi tersebut difasilitasi dengan melibatkan para saksi yang relevan, 

guna memberikan pandangan objektif terkait permasalahan yang terjadi. 

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Kabonena juga menekankan pada 

prinsip sukarela, di mana kedua pihak yang terlibat diundang untuk berpartisipasi 

tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan 

bahwa pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan komunikasi dan 

pemahaman bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Dalam hal ini, proses mediasi berperan sebagai instrumen yang efektif untuk 

meredakan ketegangan antar pihak yang berselisih. 

Selanjutnya, proses mediasi yang dilakukan dihadiri oleh saksi-saksi yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Kehadiran saksi 

ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai situasi 

                                                           
68Harsono  Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 

Maret 2025. 
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yang terjadi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh 

kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keterlibatan 

berbagai pihak dalam penyelesaian masalah di tingkat lokal, guna menghindari 

ketimpangan dalam pengambilan keputusan. 

Secara keseluruhan, proses mediasi yang diterapkan di Kelurahan 

Kabonena membuktikan bahwa penyelesaian masalah secara damai dan berbasis 

dialog dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan 

pendekatan yang lebih konfrontatif. Oleh karena itu, mediasi bukan hanya sebagai 

alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan 

antar warga dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait69, 

dijelaskan bahwa Lembaga Adat Kabonena memiliki struktur organisasi yang 

terbagi menjadi tiga cabang utama, yang masing-masing berfungsi untuk 

memastikan kesinambungan dan stabilitas sosial di masyarakat. Struktur ini 

mencakup Dewan Adat yang berpusat di kota, Majelis Adat yang berada di 

tingkat kecamatan, dan Lembaga Adat yang ada di kelurahan, di mana penulis 

berada. Lembaga Adat ini memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan 

sosial dan melaksanakan berbagai kegiatan adat yang berlaku di wilayah tersebut. 

Pengurus Lembaga Adat terdiri dari sembilan orang yang memiliki 

pembagian tugas yang sangat jelas. Ketua Lembaga Adat dikenal dengan sebutan 

Balengga Nuada, yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan penting dalam lembaga. Sekretaris lembaga disebut Polisa Nuada, 
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yang memiliki tugas administratif dan komunikasi dengan pihak luar serta 

penyusunan laporan kegiatan lembaga. Bendahara Lembaga Adat yang dikenal 

dengan sebutan Pouki Nuada bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 

dan logistik lembaga70. 

Selain itu, terdapat empat anggota yang disebut Pila Pila Nuada yang 

masing-masing memiliki peran sebagai perwakilan masyarakat dan penghubung 

antara Lembaga Adat dengan warga setempat. Untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban, Lembaga Adat juga memiliki bagian yang disebut Suro Nuada, yang 

terdiri dari dua orang yang bertugas menjaga agar aktivitas dan kegiatan adat 

berjalan dengan aman dan terkendali71. 

Terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat 

Kabonena, wawancara dengan balengga nuada72 menjelaskan bahwa setiap 

keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau 

givu, melalui prosedur yang sangat hati-hati dan melibatkan beberapa tahapan. 

Sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, Lembaga Adat terlebih dahulu 

mengadakan rapat adat secara internal yang dihadiri oleh para Pengurus Lembaga 

Adat. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan secara menyeluruh setiap 

permasalahan yang muncul serta untuk memastikan bahwa keputusan yang 

diambil mencerminkan keadilan dan kebenaran berdasarkan adat yang berlaku. 
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72Harsono  Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 

Maret 2025. 
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Selain rapat internal, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut 

juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa semua pihak yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk 

menyampaikan pandangannya. Setelah itu, Lembaga Adat akan menilai kesalahan 

yang telah dilakukan dan menentukan sanksi atau givu yang akan dijatuhkan. 

Penjatuhan sanksi ini selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, salah satunya 

adalah peraturan wali kota (perwali), yang menjadi pedoman dalam penerapan 

sanksi di tingkat kelurahan. 

Melalui prosedur ini, Lembaga Adat Kabonena berupaya untuk menjaga 

prinsip keadilan, transparansi, dan keharmonisan sosial. Setiap keputusan yang 

diambil diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan 

memperkuat tatanan sosial di dalam komunitas adat. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Adat 

Kabonena73, dijelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh 

Lembaga Adat dalam penegakan aturan adalah ketidakpahaman atau penolakan 

dari individu yang terlibat dalam pelanggaran adat. Contoh yang diberikan adalah 

kasus perselingkuhan, di mana seringkali kedua belah pihak yang terlibat merasa 

tidak melakukan pelanggaran. Mereka beralasan bahwa hubungan yang terjalin 

adalah berdasarkan rasa suka sama suka, dan karena itu tidak merasa melanggar 

norma atau aturan yang ada. 

Namun, dalam perspektif Lembaga Adat, pelanggaran tersebut tetap 

dianggap sebagai kesalahan, terutama jika keduanya masih terikat oleh ikatan 
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pernikahan dengan pasangan lain, yang jelas melanggar aturan adat yang berlaku. 

Bahkan jika keduanya tidak terikat oleh ikatan pernikahan sah dengan orang lain, 

hubungan perzinahan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat 

yang mengatur kesucian hubungan dan kehormatan keluarga. 

Tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Kabonena adalah bagaimana 

menyadarkan individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran ini tentang 

pentingnya norma dan aturan adat dalam mempertahankan keharmonisan sosial. 

Meskipun kedua belah pihak merasa tidak bersalah, Lembaga Adat tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun dan 

berusaha untuk menegakkan aturan demi kebaikan bersama dan kelestarian nilai-

nilai budaya yang ada 

Seperti hasil wawancara berikut ini: 

Tantangan kami sebagai Lembaga Adat sebenarnya, terkadang ada orang 

orang yang kedapatan melakukan kesalahan namun merasa tidak 

melakukan seperti contohnya kasus perselingkuhan yang dimana keduanya 

merasa tidak melakukan pelanggaran dikarenakan sama sama suka tapi 

dilain sisi mereka masih punya ikatan istri/suami dan itu melanggar aturan 

adat, bahkan kalau keduanya tidak punya ikatan sah di orang lain tapi 

melakukan hubungan perzinahan ini tetap melanggar aturan adat namun 

mereka merasa tidak melakukan pelanggaran dengan alasan sama- sama 

suka.74 

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul terkait pelanggaran 

adat, Lembaga Adat Kabonena telah mengembangkan pendekatan yang fleksibel 

namun tegas dalam penjatuhan sanksi. Salah satu tantangan yang sering dihadapi 

adalah penolakan dari pihak yang terlibat dalam pelanggaran adat untuk menerima 

sanksi yang diberikan. Meskipun demikian, pihak Lembaga Adat tetap 
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berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan norma dan aturan 

adat yang berlaku di masyarakat. Ketika aduan sudah diterima oleh Lembaga 

Adat, meskipun ada perasaan tidak setuju dari pihak yang bersangkutan, Lembaga 

Adat tetap melaksanakan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Senada dengan yang di sampaikan narasumber kami yaitu bapak ajen selaku 

masyarakat Kabonena  

Jadi harapan saya Lembaga Adat dalam menjalankan tugasnya, harus 

memberikan sanksi atau givu dengan  tegas sekalipun anak kandung  jadi  

tidak ada istilah keponakan atau sepupu, semua sama ratakan jadi 

Lembaga Adat harus tegas.
75

 

Terkadang, pihak yang dijatuhi sanksi merasa tidak mampu untuk 

memenuhi tuntutan sanksi yang ditetapkan, baik dari segi materi maupun 

pelaksanaan. Untuk itu, Lembaga Adat Kabonena sering kali memberikan pilihan 

sanksi yang lebih ringan atau alternatif, agar pelaksanaan keputusan tetap berjalan 

dengan adil dan tidak menambah beban bagi pihak yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, dalam kasus perselingkuhan, peraturan wali kota menetapkan bahwa 

sanksi adat yang berlaku adalah berupa kerbau. Namun, dalam praktiknya, 

Lembaga Adat memberikan keringanan dengan mengganti sanksi tersebut dengan 

denda berupa kambing atau alternatif lain yang lebih mudah dipenuhi oleh pihak 

pelanggar. 

Pendekatan ini menunjukkan adanya usaha Lembaga Adat untuk tetap 

menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam penegakan hukum adat dan empati 

terhadap kemampuan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, Lembaga Adat 
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Kabonena berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan sosial tanpa mengabaikan 

pentingnya implementasi aturan adat dalam kehidupan masyarakat”.76 

Peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Dalam konteks masyarakat 

Kabonena, Lembaga Adat tidak sekadar dipahami sebagai symbol budaya, 

melainkan juga sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa Lembaga Adat 

tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mengalami revitalisasi 

fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga Adat Kabonena merupakan 

salah satu pranata sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga 

keteraturan sosial, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan antar anggota 

masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam penelitian ini yaitu 

bapak  Fuji Rahmanto selaku masyarakat Kabonena beliau menyampaikan bahwa: 

Lembaga Adat itu sebenarnya sangat baik, Lembaga Adat itu terbentuk di 

suatu daerah dengan adanya Lembaga Adat itu sangat berperan penting 

untuk mewujudkan harmonisasi sosial di suatu lingkungan yang mungkin 

ada yang menyalahi aturan contohnya yang bukan mukhrim namun tinggal 

bersama itukan dilarang berdasarkan norma adat.
77

 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

Lembaga Adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga harmonisasi sosial 

di lingkungan masyarakat. Lembaga Adat dipandang sebagai struktur sosial yang 

dibentuk secara turun-temurun di suatu daerah dengan tujuan untuk menegakkan 

norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Lembaga Adat masih memiliki daya pengaruh yang besar dan relevansi yang 

tinggi dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pelibatan 
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Lembaga Adat dalam pembinaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif 

dalam membentuk ketertiban sosial. 

Dalam memahami dinamika peran Lembaga Adat di tengah masyarakat, 

penting untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan 

fungsinya secara optimal, terutama dalam hal penegakan norma dan penyelesaian 

konflik sosial serta partisipasi yang kuat dari para tokoh atau anggota yang 

memiliki peran penting dalam struktur Lembaga Adat. Meskipun secara teoritis 

Lembaga Adat memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur sosial masyarakat, 

pada praktiknya tidak semua masyarakat merasakan manfaat yang nyata dari 

keberadaannya. Beberapa warga bahkan mulai mempertanyakan Peran Lembaga 

Adat dalam menegakkan nilai-nilai adat dan menjaga ketertiban sosial. 

Fenomena ini menunjukkan adanya kurang efektif nya peran Lembaga 

Adat dengan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini perlu dicermati secara kritis 

karena dapat memengaruhi keberlangsungan fungsi sosial Lembaga Adat itu 

sendiri. Hal itu disampaikan oleh bapak Rauf selaku masyarakat kelurahan 

Kabonena sebagai berikut: 

Terbentuknya Lembaga Adat ini mesti keberadaannya dirasakan oleh 

semua masyarakat kelurahan  kabonena, jadi ketika ada keluhan jangan 

dilihat dari status sosialnya, karena itu yang saya rasakan karena saya pun 

ikut pelatihan tapi setelah di masyarakat kok tidak merata atau pilih pilih 

entah kemungkin karena faktor keluarga atau apapun itu akan tetapi 

Lembaga Adat mestinya hadir untuk semua masyarakat.
78

 

Selain itu, minimnya partisipasi aktif dari anggota Lembaga Adat juga 

memperlihatkan respon masyarakat yang menyatakan bahwa peran Lembaga Adat 

belum efektif merupakan refleksi dari menurunnya keterlibatan internal lembaga 
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itu sendiri. Hal itu berdasarkan dari penemuan penulis dari hasil wawancara pada 

narasumber yaitu bapak Ajen selaku masyarakat Kabonena. 

 jadi Lembaga Adat ini harus di tingkatkan, semua yang ada di Lembaga 

Adat harus terlibat jadi ketika ada masalah yang muncul ditengah 

masyarakat, semuanya ikut terlibat jangan hanya beberapa orang saja yang 

terlibat.
79

 

Peran Lembaga Adat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga 

tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta 

menyosialisasikan aturan dan nilai-nilai adat secara berkelanjutan. Dalam konteks 

ini, keterbukaan informasi, keberadaan sekretariat yang aktif, serta penyampaian 

keputusan adat secara transparan menjadi langkah penting untuk memperkuat 

hubungan antara masyarakat dan Lembaga Adat. Harapan akan peningkatan 

keaktifan Lembaga Adat menjadi aspirasi yang cukup kuat di tengah masyarakat. 

Minimnya kegiatan sosialisasi maupun edukasi dari pihak Lembaga Adat 

juga berdampak pada terputusnya komunikasi antara masyarakat dengan struktur 

kelembagaan adat itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak 

sepenuhnya memahami kewenangan dan batasan Lembaga Adat, sehingga 

berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan adat tersebut dalam 

menyelesaikan persoalan sosial. 

Pandangan ini disampaikan oleh salah satu narasumber dalam wawancara 

yaitu bapak Fuji Rahmanto menyatakan: 

saran saya Lembaga Adat harus aktif artinya lebih mensosialisasikan baik 

sekretariatannya dan aturan aturan yang ada di Lembaga Adat agar 

masyarakat lebih tahu apa apa saja aturan adat yang harus dipatuhi karena 

kalau Lembaga Adat sudah memberikan putusan sesuai aturan Lembaga 
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Adat tidak bisa lagi di interfensi dari lurah maupun kecamatan jadi 

harapan saya Lembaga Adat ini lebih aktif lagi.
80

 

Dengan demikian, penting bagi Lembaga Adat untuk terus melakukan 

penguatan kelembagaan, memperjelas sistem informasi adat, serta melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan. 

Keaktifan Lembaga Adat bukan hanya akan memperkuat posisinya di tengah 

masyarakat, tetapi juga akan memperkuat otonomi dan legitimasi dalam 

menyelesaikan persoalan sosial secara adat tanpa adanya kesalahpahaman. 

C. Perspektif Fikih Siyasah Pada Peranan Lembaga Adat Kabonena Dalam 

Mempertahankan Harmonisasi Sosial 

Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fikih siyasah, yang 

secara garis besar merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan 

urusan masyarakat, memberikan perspektif yang sangat relevan terhadap peran 

Lembaga Adat, termasuk di Kelurahan Kabonena.  

Penyelesaian masalah dalam Lembaga Adat Kabonena sering melibatkan 

proses yang sistematis, yang diawali dengan rapat adat internal untuk membahas 

masalah yang ada. Proses ini mencerminkan pendekatan fikih siyasah yang 

berfokus pada musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Hal ini sesuai 

dengan prinsip Islam yang mendorong untuk selalu mengutamakan musyawarah 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. 
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Dalaml sejarah Islaml, mlusyawarah diterapkan dalaml berbagai bidang, 

seperti pengamlbilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan penyusunan 

hukuml. Prinsip mlusyawarah tercermlin dalaml sisteml pemlerintahan Islaml, yang 

dikenal sebagai syura, di mlana pemlimlpin dipilih mlelalui proses mlusyawarah, 

seperti dalaml pemlilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertamla. Pentingnya 

mlusyawarah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mleluas ke 

kehidupan sehari-hari umlat Islaml. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif 

untuk mlencapai keadilan, mlenghormlati perbedaan pendapat, dan mlendorong 

partisipasi aktif dari semlua anggota mlasyarakat.
81

 

hal ini sebagaimana yang difirmankan allah dalam Q.S Al Imran/3: 159: 

ىۡهَُ َع  َف ٲعۡفُ ىۡنكِ ۖۡ َح  َمِهۡ ىاْ َلَ وف ضُّ َٱنۡق هۡبِ هيِظ  َغ  َف ظًّّا َكُىت  ن ىۡ َو  َن همُۡۖۡ َنىِت  ِ َٱللَّه ه  َمِّ ةٖ حۡم  َر  ا َن همَُۡف بمِ  ٱسۡت غۡفرِۡ َو  مۡ

َوَ  هيِه  كِّ َٱنۡمُت ى  يحُِبُّ  َ َٱللَّه َإنِه ِِۚ ه ىَٱللَّه مَۡع  كه َف ت ى  مۡت  ز  اَع  َف ئذِ  اوِرۡهمَُۡفيَِٱلۡۡ مۡرِۖۡ ََ.ش 

Terjemahnya: 

“Maka karena rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Dan seandainya kamu berlaku kasar dan kasar hatinya, niscaya mereka menjauh 

darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu. Dan apabila kamu telah 

mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakal”.
82

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus Lembaga Adat 

Kabonena, ditemukan bahwa lembaga ini memiliki struktur yang cukup 

terorganisir dan bertanggung jawab atas penegakan aturan adat di tingkat 
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(2023): 71-72. 

82Dapartemen Agama Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2020), 
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kelurahan. Dalam konteks fikih siyasah, Lembaga Adat berfungsi sebagai bentuk 

pengaturan sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini sangat 

penting dalam memperkuat harmonisasi sosial. 

Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena memiliki tanggung jawab untuk 

menegakkan norma-norma adat yang berlaku. Pengurus Lembaga Adat terdiri dari 

ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan bagian keamanan, yang masing-masing 

memegang peran yang penting dalam menjalankan tugas mereka. Ketika terjadi 

perselisihan atau pelanggaran, Lembaga Adat berperan dalam memfasilitasi 

penyelesaian masalah. 

Proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Kabonena 

menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat. Melalui 

rapat adat yang melibatkan pengurus Lembaga Adat dan pihak-pihak terkait, 

keputusan yang diambil lebih mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang 

menjadi dasar dalam fikih siyasah. Dalam hal ini, fikih siyasah mengajarkan 

bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 

umat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

Dalam upaya mempertahankan harmonisasi sosial, Lembaga Adat 

Kabonena juga mengedepankan proses musyawarah atau mediasi dengan pihak 

yang terlibat permasalahan. Seperti contoh kasus pembuangan air yang mengalir 

di tanah orang lain yang mengganggu ketentraman rukun tetangga. Hal ini 

menunjukkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan 

masalah dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara 

masyarakat yang terlibat dalam suatu permasalahan. Dalam konteks yang 
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dimaksud yaitu mediasi, praktik mediasi juga merupakan prinsip fikih siyasah 

yang di sebut syura atau sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam 

surah Asy-Syura 42/40: 

ِِۗ انَِّهٗ لََ يحُِبُّ الظّٰ 
ثْلهَُبۚ فمََنْ عَفبَ وَاصَْلحََ فبَجَْرُهٗ عَلىَ اّللٰ ؤُا سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

ٰۤ
 نمِِيْهَ وَجَزٰ

Terjemahnya: 

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, 

siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka 

pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim”
83

 

Fikih siyasah mengajarkan bahwa hukum bukan hanya untuk menghukum, 

tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki moralitas masyarakat. Dalam hal ini, 

Lembaga Adat Kabonena tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada mereka yang 

melanggar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki 

perilaku mereka. Hal ini terlihat pada kebijakan Lembaga Adat yang kadang 

memberikan keringanan atau alternatif mediasi dengan bermusyawarah bagi pihak 

yang terlibat. 

Contoh kasus lainnya yaitu perselingkuhan, meskipun peraturan wali kota 

menetapkan sanksi berupa kerbau, Lembaga Adat Kabonena memberikan 

keringanan dengan mengganti sanksi tersebut dengan denda berupa kambing. 

Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penegakan aturan adat, yang 

dalam perspektif fikih siyasah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara 

keadilan dan kemaslahatan sosial. 

                                                           

83Dapartemen Agama Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemah, 487. 
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Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Lembaga Adat adalah 

penolakan atau ketidakpahaman dari pihak yang terlibat dalam masalah sosial, 

terutama terkait dengan pelanggaran adat. Hal ini mencerminkan ketegangan 

antara pemahaman individu dengan norma yang lebih luas, yang dalam konteks 

fikih siyasah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan 

bersama. 

Namun, meskipun Lembaga Adat berusaha untuk menyelesaikan masalah 

secara internal, ada kalanya pihak yang terlibat dalam pelanggaran tetap merasa 

tidak bersalah. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan, di mana 

pihak yang terlibat beralasan bahwa hubungan tersebut didasari oleh rasa suka 

sama suka. Dalam hal ini, Lembaga Adat mengedepankan pemahaman bahwa 

hubungan tersebut bertentangan dengan norma dan moralitas yang diakui oleh 

masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan fikih siyasah  

Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa peranan 

Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip 

keadilan atau al-„Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi 

terhadap pelanggaran adat. Narasumber mengungkapkan adanya ketimpangan 

dalam penegakan terhadap pelanggar adat, di mana ditemukan bahwa individu 

tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih lunak atau bebas dari sanksi 

karena faktor kedekatan sosial atau posisi keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi 

bahwa Lembaga Adat belum menjalankan peran secara merata dan objektif. 

Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan nilai dasar keadilan dalam 

perspektif fikih siyasah, di mana keadilan menuntut perlakuan yang sama 
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terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status 

sosial. Dalam konteks kelembagaan adat, prinsip al-„Adalah menjadi landasan 

utama dalam proses pengambilan keputusan, pemberian sanksi, maupun 

penegakan norma. 

Dalam fikih siyasah prinsip keadilan tidak bisa dipisahkan dari penegakan 

hukum Islam. Prinsip ini harus diterapkan untuk menjaga harkat dan martabat 

manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar dalam hukum Islam, bahkan dalam 

politik hukum Islam, adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber 

ajaran Islam.
84

 

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Lembaga Adat masih 

dipandang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan sosial, konsistensi 

dalam penerapan aturan serta transparansi dalam proses adat perlu ditingkatkan. 

Penerapan nilai keadilan secara merata akan memperkuat legitimasi Lembaga 

Adat dan memastikan bahwa perannya tetap relevan sebagai penegak harmonisasi 

sosial di tengah masyarakat Kabonena. 

Lembaga Adat Kabonena, dengan segala tantangannya, tetap menunjukkan 

komitmennya untuk menjaga keharmonisan sosial melalui penerapan prinsip-

prinsip fikih siyasah, melalui musyawarah, penyelesaian sengketa, dan penjatuhan 

sanksi. Lembaga Adat tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berfungsi 

sebagai lembaga yang menjaga moralitas, solidaritas, dan persatuan masyarakat. 

Pentingnya peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi 

sosial di Kelurahan Kabonena seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat adat 

                                                           
84MLuhamlmlad, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalaml Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara,” Qonun7, no. 1 (2023): 57. 
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lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai agama 

dan budaya yang berlaku. Melalui fikih siyasah, Lembaga Adat dapat terus 

beradaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap menjaga tatanan yang telah ada 

sejak lama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka menyimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1. Lembaga Adat Kabonena memegang peran penting dalam mempertahankan 

harmonisasi sosial di masyarakat. Lembaga Adat berfungsi sebagai penjaga 

tatanan sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat 

berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan. Secara keseluruhan, 

Lembaga Adat Kabonena berperan penting dalam menegakkan hukum adat, 

juga mendidik dan membimbing masyarakat untuk hidup rukun dalam 

keharmonisan sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti 

ketidakpahaman dan penolakan terhadap aturan adat, Lembaga Adat tetap 

menunjukkan komitmennya untuk menjaga harmonisasi sosial. 

2. Dalam perspektif fikih siyasah, Lembaga Adat Kabonena memiliki peran 

utama dalam menjaga keharmonisan sosial dengan mengutamakan prinsip-

prinsip fikih siyasah. Prinsp syura, yang menekankan pada pengaturan urusan 

masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang diperankan 

Lembaga Adat Kabonena yang tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi 

juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peran 

Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan 

prinsip keadilan atau al-„Adalah pada konteks penegakan aturan dan 

pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat. Narasumber mengungkapkan 
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adanya ketimpangan dalam penegakan terhadap pelanggar adat, di mana 

ditemukan bahwa individu tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih 

lunak atau bebas dari sanksi karena faktor kedekatan sosial atau posisi 

keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Lembaga Adat Kabonena 

belum menjalankan peran secara merata dan objektif. 

B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran atau 

masukan sebagai berikut: 

1. Lembaga Adat Kabonena diharapkan melakukan sosialisasi , penting bagi 

Lembaga Adat untuk terus melakukan penguatan kelembagaan, 

memperjelas sistem informasi adat, serta melibatkan masyarakat secara 

aktif dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan. Keaktifan 

Lembaga Adat bukan hanya akan memperkuat posisinya di tengah 

masyarakat, tetapi juga akan memperkuat otonomi dan legitimasi dalam 

menyelesaikan persoalan sosial secara adat tanpa adanya kesalahpahaman 

terkait peran Lembaga Adat. Lembaga Adat kabonena diharapkan dalam 

peranannya mempertahankan harmonsasi sosial dengan memperhatikan 

prinsip prinsip keadilan dalam menegakkan norma adat di kehidupan 

masyarakat Kabonena agar kedepannya menimbulkan persepsi pada semua 

kalangan masyarakat bahwa Lembaga Adat menjalankan peran secara 

merata dan objektif. 

2. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai bentuk 

kolaborasi maupun ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, 
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terutama dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Pendekatan fikih 

siyasah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi legitimasi dan efektivitas 

Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya pada situasi tersebut. 
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